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KECAMATAN LUNANG
HABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Behwa untuk kelancaran Pelaksanaan Adminisirasi Pemerinlahen
Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu
mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan Nagari
dan Pelaksana Kewilayahan;

Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas,
periu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagan Sindang Lunang

Pasal 18 Ayal ( 6 ) Undang — undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 |;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Nepara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5495);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaltsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;




9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tdhun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,

11, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organiasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

. 13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunasn Dana Desa Tahun 2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa | Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor ....... ) ;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam MNegeri, Menteri Keuangan,
Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor
954 /KMK.O7 /2017, Nomor 116 Tahun 2017,
01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ;

16. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesgisir Selatan Nomor 117 Tahun 2011
tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Nagani;

20. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi
Dana Nagari, [Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2018 Nomaor);

21. Peraturan Bupati Pesiair Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

22, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
{ Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor J;

23, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
{ Berita Dacrah Kabupaten pesisir Sclatan Tahun 2018 Nomor );

24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tala
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, ( Berita Daerah
Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ... );

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang
Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. ( Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43 |;

26. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ( RPJMNag ) Periode
2018-2024.

27. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019;



28. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

29, Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019

Memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor: 140,13/
JCL/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat
Nagari Sindang Lunang Tahun 2019
MEMUTUSHAN :
Menetapkan
KEBATUD Mengangkat vang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan im
selaku Perangkat Nagari Sindang Lunang
HEDUA Masa Jabatan Perangkat Nageri sewaktu-waktu dapat dicabut
kembali,apabila melangpar disiplin  Jabatan baik menyangkut
Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlalu di
Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
EETIGA Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari,
diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagan
dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari ( BAMUS Nagari )
Sindang Lunang
EEEMFPAT Beban yang timbul akibat dikeluarkennya Keputusan ini dibebankan -
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagarti
KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di :  Sindang Lunang
Pada Tanggal et 10 Januari 2019
ZZpY_Hags
WA £ NLANG LUNANG
Tem EKepada Yth. :
I. Bupati Pesisir Selotary
2. Camat Lunang;
3 Eetuo Badan Permusyawaraton Nagari Sindang Lunang;
4.  Yang bersanghutar:.
5 Arsip,
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